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KABUPATENAKOTA S8E PROVINST LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNCG,

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomar 32 Tahun 2004
tentang Pemerinishon Dacraly, setiop Honcangan VPeralbran Daerah
Kabupaten/Kota  dan Rancangan  Peraturan  Dupati™Walikotn  yvang
mengalur fentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab, Pajak
Baerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah, sebelum ditetapkan
olehy  BusaitWalikotn  menjadt Perturan Daerah  dan Perpturan
Bupatinvalikota terbebil dahulu dievaluasi dan terhadup Peraturan
Dacrah Kabupatei/Keta selain yang ersebut diatas dilakukan klarifikasi
ofeh Gubarnur:

- hahwa evaluasi dan klarifikasi tersebut pada horel a diatas. dimaksudkan

agar kebijakan Daeral Mobupaten/Kota dimaksud sesual dengan
keperntingan  umum  dan  peroturan perundang-undangan vang lebih
tamaai:

o bahwa  umtuk membarie Gubeérnur dulam melakukan  penskagian,

penilaian, evaluast dan klaritikast techadop kebijukan Daersh dimaksud
pada burof a diatas dan agar pelaksansannya dapat terkoordinasi dan
terpadu serta berdayaguna dan bechasilpuna, dipandang perlu meninjau
kembali Keputusan Gubernur Lampung Noemor @ G/ 15/BIVHE2004
don membentuk kembali Tin Penilakin, Penghajion, Gvahuasi dan
Klaritikust Kebijskan Docrsh Kebupaten/Keta dan  menetapkannya
dengan Kepusan Gubernur;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat I Lampung;

. Undang-undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyelengeara Negara

Yang Bersih dan Bebus Dart Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 teniang Kcunngan Megara,

Undang-undang Momor 1 Tahun 2004 testang Perbendaharann Negara;

Undang-undang Momor [0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Undang-undang Nomor 22 Talun 2004 1en

an Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentung Koeordinasi Kegiian
tstansi Vertikal di Daerahy

8. Perawran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenmingun Prov sebagai Daeraly Owonon;

&

Peraturan Femerintah Nomor 105 Tahun 2000 wentang Pengelolan dan
Pertangaungiiwiban Kewangan D

12, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor |3 Taiwn 2000 tentang
Organisasi dan Taia Kerja Sckretariai Dacrab Provinst dan Schretariat
Dewan Perwakian Rokyat Dacreh Provins: Lampung,

1. Permwran idaerah Provinsi bampung Nomoe 16 Tahun 2000 temang
skan Organisasi dan Taia Kerjo Lembaga Teknis Deerah
i Lampung:

12, Perawran Duerah Provinsi Lampung Nomae 17 Tahun 2600 temang
Pembeniukan Org ddan Tatw Korja Dinas Provinsi Eampung:
13, Permwran Bacrah Proviesi Lampung Nomor | Tahun 2005 ter

Anggaren Pendapatan dan Belania Daesh Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2003

TREMUTUSKAN:

Penilaian. Evaluasi dan Klarifikasi
il .nmpmu &lul"an susunan

Tim dimaksud pada dikeam Peruana mempunyen lugas pokok  schagai
berikut :

fembante Gubermnur delem pelaksanasn pengkajian. penifaian dan
valunsi techadap Roncongan Peraturan Dacrah Kabupaenfiota dan
Peraturan Bupati/Watikewa yang mengater tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah. Paiak Dacrah dan Retribusi Daerah, scria Tatn
Rumg Daeral: dan

T

Membunty Gubernur diukim pels
Daerah Kabupaten/Koia.

sanaan Kl i werhodap Peraturan
Dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud pada Dikim Kedua, Tim

Daerah yang  disampaikan Pemerintah

whait pengkafiain, peilaian, evaliasi dan Klarifikasi terhadap
an Daerah Kabupaten/Kota dimaksud pada Dikwum Kedua dan
melakikan pembahasan hasil evaluasi dan klarifikast dituangkan datam
Berita Acarn dan disampaikan  kepada  Gubernure sebagai bahan
pertimbangan Gubernur dalam rangka pengambilan keputusan terhadap
kebijakan Dacrab dimak




KEEMPAT

KELIMA

KETLE

KEDELAPAN

¢ Melakukan Loordiness dengan mstanst cknis & di dacrah dalam
pelaksanaan  penek: penilaian, ¢ lan Klarifikasi  dan
miessgkoordinasikan/mer dengan Pemeriniah Co.

ikowa perihial tanggunan
(..memr otas kebijokan Dm..mh kabupmuvlwm dimaksud;

2. Mok kan i waas di dalam wakin sesuni

an dalum hetentuan dun peraturan perumlung-undangan

jjakan Gubersur div
olgh  Pemgrintgh - Kaby

ksud padd
VKata  yang

£ Melakukan pemattauan
tersebut

Balam Negeri peri
Pravinsi Lampung.
b, Mel

deng
Dreral

Untuk mendukung kelancaran pelaksanian tugos Tim dalam melak can
pengkajian. penilain, cvahmsi dan Klarifikasi atas kebijakon I
Kabupaten/Kow. dibentuk Sckrelarist Tim yosg berkedudukan di Biro
Hukuny Sekretariat Doerah Provinsi Lampung densan susunan personzlia
sebagaimana lercantum dudamy Lwnpiran 11 Keputusen ini vang lugas
pokoknya antara lain ©

Melakuykan fata osaha dar

adminisirasi yomg birkengan dengan

pelaksanaan pengawasan kebijakan Dacrah Kabur Kota oleh 'Iim:

b Menyiupkan haks la sesuaty yang berkengan dengan
pelaksanaan tugas Tim:

¢ Melaksanakan toges fain vang diberikan oleh Tim yang berkenaan
dengan kegialan pony 1 kebijukan Dacrah Kabup: Kota

Dalam rungku efekli dan Tk penila b

akan  daerah

rancangan  kebyj
paten/Kota yang mengatar tentang Anggaran Pendaparan dan Relanja
Duerah dapal dibenluk Tan Teknis yang pelaksanaannva berada. diavah
keordinasi dan tanggung jnwab Biro Keuangan Scida Provinsi Lampung.

atau evalugsi kKhususaya
i

Fedm\mu untuny daton rangka pelaksanaan pengawasan kebijakan Dacrah
Kota sy dalam Lampiran (11 Keputusan ini.

Tim dun Sekretaviat Tim dolam melaksanckan waasnya. inclaporkan hasil
peloksanzan lugasnya secara berkalay don bertangpungjawab  kepada
Ciubernur.

Nya ¥

e dikeluackan

norungha peluksanzan porgkajion, penilaan,
dibctankan kepada Asigguran Pendapatun dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaron 2005 pada Dokumen
Anggaran Sewan Kerja (DASK) Sckretoriat Daerah Provinsi Lampung
Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.000.1.




KESEMBILAN

Halhal vang belum diatur dalom Keputusan ini Scpanjang mengenai
pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman
kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEPULUH Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Key Gubemnur Lampung
Nomor : G/415/BIVHK/2004 tentang Pembentukan Tim Pelaksana
Pengkajian, Penilmian dan Evaluasi Rancangen Kebijakan Daerah
Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dinyatakan tidak betlako lagi dén
kebijakan dacrah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan keputusan tersebut,
panjang tidak berte dengan kep ini dinyatakan tetap berlaku.
KESEBELAS Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai
de 31 Desember 2005 dengan ketent apabda dtkemudtan hsll'l
ternyata terdapat kekeli dalum Key ini akan d p
sebagaimana miustinya.
Ditetapkan di Telukbelung
padatanggal 12 Mei 2005
GUBERNUR LAMPUNG,
dto
SJACHRODEDIN Z.P.
Tembusan:
1. Menteri Dalam Neaeri di Jakaria,
2 Ketua DPRD Provinsl Lampung dl Telukbetung,
3. BupalitNatiota Se Provingi Lampung.
4. Fimpinan DPREHKabupatenota Se Provins! Lampung.
5, Wepata Badan Pengawas Dagrah Provins! Lampung di Telukbetung.
6 Mﬁlwﬂmnamrknmmm
7. Himpunan Kepitusan



